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No0.188, 2010 KEMENTERIAN KEUANGAN. Surat Tagihan
Pajak. Prosedur. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84/PMK.03/2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
189/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT
TAGIHAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat
(6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpgakan sebagaimana
telah bebergpakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009, telah ditetapkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara
Penerbitan Surat Tagihan Pajak;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi piutang paak dan
memberikan kepastian hukum mengenali dasar penagihan
pagak khususnya untuk menindaklanjuti Surat Tagihan
Paak yang rusak, tidak terbaca, hilang, atau tidak
diketemukan lagi, perlu dilakukan penyesuaian/
penyempurnaan ketentuan yang mengatur mengenal
penerbitan Surat Tagihan Pgak sebagaimana tersebut pada
huruf &;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 tentang Tata
Cara Penerbitan Surat Tagihan Pgak;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpgakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Paak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4893);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pgak
Pertambahan Nila Barang dan Jasa dan Pgak Penjuaan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007
tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pgjak;
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